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SALINAN

Menimbang :

Mengingat

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NCOMOR 217/0/2000
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

bahwa unitk menunjang pelaksanazn wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan
pembukaan dan penegerian sekolah tzhun pelajaran 1999/2000;

I.

12

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nzsional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3390); '

Peraturan Pemerintalh Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3411]); T '

Perawran Penierintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Newarn
Republik Indonesia Nomor 3763);



o\

10.

11.

Al

Peraruran Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengzh (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembarzn Negars Republik indonesia
Nonior 3413) sebagaimana telal diubah dengan Peraturan Pemerintzh Nemor 56 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3764);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasz (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomo: 94, Tambzhan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3460);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, 1ugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depariemen, sebagaimana telzh diubah ter2khir
dengzn Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomoer 234/M Tahun 2000 mengenai pembentikan
kabinet periode tahun 1992 - 2004; :

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/0/1978 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Taman Kanzk-kanak;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/0/1978 tentang Susunan Organis2si
dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997 1entang Perudzhan
Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP. sebagzimanza izlah
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/0/2009:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/0/1997 tentang Perubzhan
Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU. sebagaimzana t2luh
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/0/2009;

Keputusan Menteri Pendidikan dan. Kebudayaan Nomor 036/0/1997 tntang Perubzhan
Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK. sebagaimanu telah
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/0/2000;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 ientang Oreaniszsi dan Tata Kerja
Departemen Pendidikan Nasional..

—
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Memperhatikan : Persctujuan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor

82/M.PAN/11/2000 Tanggal 6 Nopember 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2G00
Pasal |

Membuka Taman Kanak-kanzk (TKj, Sckolah Luar Biasa (SLB), Seko'ah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP),
Sekolalh Menengan Umum (SMU), dan Sckolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.

Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolzh Menengah Umum (SMU) Swasra,

Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercanium dalam Lampiran | Keputuszn

ini.
Pasal 2

Kedudukan, tueas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK. SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negazri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan ¢z2n
Kebudayaan :

4. . Nomor 0296/0/1978;

" Nomor 0295/0/1978;

Nomor 034/0/1997;

Nomor 035/0/1997;

Nomor 036/0/1997.

¢ eno
‘

Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 Reputusian 1.

3



Pasal 3

h

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan den
penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelsksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pads mata anggarin schagaimana tercanium
dalam kolom 7 Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumliah :

| A Taman Kanak-kanak (TK) Negeri 235 buabh;
24 Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 38 buah;
3 Sel:clah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 10.743 buah;
4. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2.907 buzh;
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 794 buah;
yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. .

Ditetzpkan di Jakarta

pada anggal 17 Nopember 2000
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
(td.

YAHYA A. MUHAIMIN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Negara Pendayagunaan Apsravnr Nepora,

2, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,

3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Padan Penelitian dan Pengemhzngan
Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan MNasional,

4. Sckretaris Direkiorat Jenderal, Sekretaris inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penclitian dan Pengembangan
Pendid’kan dan Kebudayaan daiam lingkungan Departenien Pendidikan Nasional,

=, Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka daiam lingkengan
Departenien Pendidikan Nasional,

6. Kepala Badan Kepegawaian Negara,

7. Semua Kepala Kanter Wilayah Departemen Pendidikan Nasional ¢i Propinsi,

8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,

9. Direlitur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,

10.  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,

11.  Direktur Perbendaharaan dan Beianja Negara,

12. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,

13.  Komisi VI DPR-RI,

14. Sckolah yang bersangkutan untulk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masvarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
hepala Bagian Penyusunan Rancangan

l 479478
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